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“Terlambat bukan berarti gagal. Kita hanya memulai di jalur yang berbeda dengan 

persiapan yang lebih matang”  
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ABSTRAK 

Rani Soraya. 2026. Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hak 

Asasi Manusia. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing 

Agung Barok Pratama, M.H. 

Maraknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, seperti yang menimpa 

Tokopedia pada tahun 2020 dan peretasan oleh Bjorka pada tahun 2022, 

menunjukkan betapa rentannya perlindungan data pribadi dan menguatnya urgensi 

keberadaan regulasi yang komprehensif. Kondisi ini mendorong pemerintah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai payung hukum yang 

mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia 

serta mengevaluasi UU PDP dalam perspektif hak asasi manusia. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan 

hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis secara deskriptif analitis dengan 

metode deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah memenuhi aspek 

kebijakan strategis sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan data pribadi. 

Dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara kolektif mendorong 

percepatan pengesahan UU PDP. Namun, kelemahan utama terletak pada aspek 

penegakan hukum, ditandai dengan belum terbentuknya lembaga pengawas 

independen sebagaimana diamanatkan Pasal 58 hingga tiga tahun pasca 

pengesahan. Dalam perspektif hak asasi manusia, UU PDP telah mengadopsi 

prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi ketiadaan lembaga 

pengawas, rendahnya kapasitas aparat penegak hukum, serta tidak diaturnya 

mekanisme gugatan kelompok menyebabkan hak-hak subjek data tidak dapat 

ditegakkan secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU PDP 

telah mengatur secara normatif perlindungan hak subjek data yang cukup progresif, 

ketiadaan infrastruktur kelembagaan dan lemahnya komitmen penegakan hukum 

menyebabkan perlindungan hak asasi manusia di era digital tersebut belum 

terwujud secara substantif dalam praktik. 

 

Kata Kunci: Politik Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Hak Asasi Manusia, UU 

PDP  
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ABSTRACT 

Rani Soraya. 2026. Legal Politics of Personal Data Protection from a Human 

Rights Perspective. Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, 

K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Advisor Agung 

Barok Pratama, M.H. 

The increasing cases of personal data breaches in Indonesia, such as those 

affecting Tokopedia in 2020 and the hacking by Bjorka in 2022, demonstrate the 

vulnerability of personal data protection and reinforce the urgency for 

comprehensive regulation. This situation prompted the government and the House 

of Representatives to enact Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data 

Protection (PDP Law) as a legal umbrella specifically regulating personal data 

protection. This research aims to analyze the legal politics of personal data 

protection in Indonesia and evaluate the PDP Law from a human rights perspective. 

This research employs a normative juridical method with a statutory 

approach, conceptual approach, and historical approach. The legal materials used 

consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through literature 

study and analyzed descriptively-analytically using a deductive method. 

The findings indicate that the PDP Law has fulfilled the strategic policy 

aspect as a response to the need for personal data protection. Political, economic, 

social, and cultural dynamics collectively accelerated the enactment of the PDP 

Law. However, the main weakness lies in the aspect of law enforcement, 

characterized by the failure to establish an independent supervisory body as 

mandated by Article 58, even three years after its enactment. From a human rights 

perspective, the PDP Law has adopted the principles of fairness, transparency, and 

accountability, but the absence of a supervisory body, the limited capacity of law 

enforcement officials, and the lack of a class action mechanism have rendered the 

rights of data subjects unable to be effectively enforced. This research concludes 

that although the PDP Law has normatively established a fairly progressive 

protection of data subjects' rights, the lack of institutional infrastructure and weak 

commitment to law enforcement have prevented the substantive realization of 

human rights protection in the digital era. 

 

Keywords: Legal Politics, Personal Data Protection, Human Rights, PDP Law 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Mahfud MD, legal policy atau yang lebih dikenal dengan 

istilah politik hukum adalah kebijakan resmi yang dibuat oleh negara mengenai 

hukum yang telah atau sedang diterapkan secara nasional untuk mencapai 

tujuan negara1. Pembahasan politik hukum suatu peraturan berarti mengacu 

pada situasi hukum yang berlaku saat ini di Indonesia2. Selain itu, Politik 

hukum juga mempunyai prinsip double movement yang tidak hanya menjadi 

landasan berpikir bagi lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk 

merumuskan kebijakan hukum namun juga menjadi landasan penelitian 

terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan berdasarkan hierarki hukum 

itu sendiri3. 

Mahfud MD kemudian menjelaskan terkait ruang lingkup kajian politik 

hukum yang mencakup tiga hal utama: kebijakan negara mengenai hukum 

yang akan diberlakukan, latar belakang sosial-politik yang melahirkan hukum 

tersebut, dan implementasi atau penegakannya di lapangan. Ruang lingkup 

tersebut dapat memberikan wawasan bahwa politik hukum meliputi proses 

penyusunan dan pelaksanaan hukum yang mencerminkan arah pengembangan 

serta penegakan hukum seiring dengan dinamika masyarakat secara 

keseluruhan4. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa politik hukum  yang 

diambil oleh negara adalah bentuk kebijakan untuk mengatur seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, termasuk dalam menyikapi permasalahan yang timbul 

dalam kehidupan masyarakat5.

                                                                
1 Ni’matul Huda, Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Pertama 

(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023), 9. 
2 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 21. 
3 Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, ed. 1, cet. (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), 22. 
4 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet 1 (Jakarta: LP3ES, 1998), 8-9. 
5 Khoirun Nisa dan Hayat, “Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data 

Pribadi oleh DPR RI,” Realism: Law Review 1, no. 1 (2023): 19–36. 
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Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan teknologi telah 

menjadi sebuah kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Hampir seluruh aspek 

dalam kehidupan masyarakat telah memanfaatkan sistem teknologi online yang 

dirancang untuk memfasilitasi layanan maupun berbagai informasi yang 

dibutuhkan6. Namun, kemudahan yang didapat juga menimbulkan pertanyaan 

akan kerahasiaan informasi tertentu terkait hak individu mengingat penyebaran 

informasi yang mudah dan cepat ini dapat menjadi sebuah ancaman bagi para 

pengguna yang data pribadinya disalahgunakan7. 

Pada tahun 2020, sebelum Indonesia mepunyai kebijakan hukum 

komprehensif tentang perlindungan data pribadi, terjadi sejumlah kasus 

pelanggaran data pribadi yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

keamanan data. Tokopedia, salah satu e-commerce terbesar mengalami 

kebocoran data, yang mana terdapat 7 juta profil penjual dan 91 juta pengguna 

layanan mengalami kasus kebocoran data pada bulan Mei tahun 20208  yang 

mencakup data pribadi misalnya nama, alamat email, nomor telepon, dan 

alamat pengiriman. Data tersebut kemudian dijual di dark web dengan harga 

sekitar US$5.000 yang bila di-rupiahkan setara dengan 74 juta rupiah9. 

Kejadian ini menyoroti pentingnya perlindungan privasi khususnya terkait data 

pribadi di Indonesia dan meningkatkan kesadaran akan keamanan data di 

sektor industri e-commerce10. 

Pada bulan Agustus sampai September tahun 2022, Indonesia  

digegerkan oleh munculnya hacker yang dikenal dengan nama ‘Bjorka’ yang 

                                                                
6 Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,” Jurnal Lex 

Renaissance 7, no. 3 (2022): 445–61. 
7 Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan 

Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia,” Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 1 (2016): 22–

30. 
8 Dewi Sulistianingsih et al., “Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse 

(Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi),” Masalah-Masalah Hukum 52, no. 1 

(2023): 97–106. 
9 Moody R. Syailendra dan Samantha Elizabeth Fitzgerald, “Sosialisasi Perlindungan Data 

Pribadi Bagi Masyarakat Kabupaten Indramayu,” Jurnal Serina Abdimas 1, no. 1 (2023): 157–65. 
10 Jeane Neltje Saly et al., “Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait Uu No.27 Tahun 2022,” 

Jurnal Serina Sosial Humaniora 1, no. 3 (2023): 145–53. 
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meretas informasi dan laman resmi pemerintah, serta melakukan 

pengungkapan informasi pribadi terhadap pejabat negara seperti mantan 

Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informasi) Jhonny G Plate, Ketua DPR 

RI Puan Maharani dan Menteri BUMN Erick Thohir11. Aksi Bjorka yang 

mengungkap informasi pribadi pejabat secara ilegal ini jelas melanggar privasi 

mereka dan menciptakan ancaman terhadap keamanan nasional terutama 

dalam konteks pertahanan dan keamanan negara mengingat data menjadi aset 

penting di era sekarang12. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah dan DPR 

merasa perlu untuk mempercepat pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi 

(PDP) yang telah direncanakan cukup lama sejak tahun 201613. 

Pemerintah Indonesia sangat memahami bahwa pemanfaatan teknologi 

membuat data pribadi telah berkembang menjadi komoditas atau aset yang 

sangat berharga di era big data akibat perkembangannya yang pesat dalam hal 

komunikasi dan informasi14. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 

17 Oktober 2022 menjadi sebuah angin segar karena hal tersebut ditujukan 

untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi melalui ketentuan 

hukum yang diatur oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan juga 

mencegah pengayalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab15. 

Keberlakuan undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP) ini 

bertujuan meningkatkan rasa aman masyarakat dari penyalahgunaan data oleh 

perusahaan, pemerintah, atau individu lain. Mengingat perlindungan data 

pribadi merupakan hak asasi manusia yang diakui secara global, regulasi ini 

                                                                
11 Fauzi dan Radika Shandy, “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.” 
12 Muhammad Yudistira dan Ramadhan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan 

Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh 

Kominfo,” Unes Law Review 5, no. 4 (2023): 3802–15. 
13 Denny Indra Sukmawan dan David Putra Setyawan, “Hacker, Fear, and Harm: Data Breaches and 

National Security,” Jurnal Global & Strategis 17, no. 1 (2023): 153–82. 
14 Muhammad Kamarulzaman Satria dan Hudi Yusuf, “Analisis Yuridis Tindakan Kriminal 

Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data 

Pribadi,” JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara 1, no. 2 (2024): 2442–56. 
15 Muhammad Fariz Arsyah, “Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Jaminan 

Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” 2022, 1–100. 
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tidak hanya mengatur secara komprehensif mengenai tata cara pengumpulan, 

penyimpanan, penggunaan, dan pembagian data oleh lembaga pemerintah 

maupun swasta di Indonesia, tetapi juga menjamin transparansi serta hak 

kontrol penuh individu atas informasi pribadi mereka16. Sebagaimana 

termaktub pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai 

perlindungan hak-hak privasi atau hak-hak pribadi yang kemudian menjadi 

dasar pembentukan UU PDP. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak pribadi 

atau hak privat suatu individu dalam masyarakat begitu penting17. 

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan dan dianggap sebagai 

tonggak sejarah dalam perlindungan hak privasi di Indonesia, faktanya 

keberadaan regulasi khusus ini belum sepenuhnya menghentikan praktik 

pelanggaran data pribadi. Berbagai insiden kebocoran dan penyalahgunaan 

data pribadi masih terus terjadi bahkan melibatkan institusi negara yang 

seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan UU itu sendiri18. 

Misalnya, pada Januari 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 

sebagai inisiator UU PDP mengalami insiden kebocoran data pelamar kerja 

akibat kelalaian teknis yang membuka akses publik terhadap dokumen 

sensitif19. Hal ini menjadi sebuah ironi di mana kementerian penggagas UU 

PDP justru gagal menerapkan hukum yang mereka buat sendiri. 

Realitas ini membawa penulis pada sebuah kegelisahan di mana 

keberadaan UU PDP sebagai produk politik hukum ternyata belum mampu 

menghentikan praktik pelanggaran data pribadi yang justru semakin variatif. 

Jika merujuk pada konsep politik hukum Mahfud MD yang menekankan 

                                                                
16 Cindy Gladys Pratiwi Sianturi, Roida Nababan, dan Ria Juliana Siregar, “Peran Hukum 

Dalam Melindungi Data Pribadi,” INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research 4, no. 5 

(2024): 2607–24. 
17 Ridho Pakina dan Mohammad Solekhan, “Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap 

Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi 

Manusia,” Journal of Scientech Research and Development 6, no. 1 (2024): 273–86. 
18 Eka Yudha Saputra, “Komdigi Under Fire Over Job Applicants’ Personal Data Leak,” 

Tempo English, 2026, https://en.tempo.co/read/2083700/komdigi-under-fire-over-job-applicants-

personal-data-leak. 
19 Saputra. 
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bahwa politik hukum tidak hanya berhenti pada proses penyusunan norma 

tetapi juga mencakup implementasi regulasi yang disertai penguatan fungsi 

kelembagaan dan pembinaan aparat penegak hukum maka fakta pelanggaran 

yang masih masif ini menjadi indikator penting. Dari sinilah penulis menilai 

bahwa akar masalah yang perlu diteliti bukan semata pada eksistensi UU PDP, 

melainkan pada sejauh mana politik hukum yang melatari kelahirannya mampu 

diimplementasikan secara efektif untuk mewujudkan tujuan perlindungan data 

pribadi. 

Kesenjangan antara eksistensi norma dan implementasi di lapangan ini 

membawa penulis pada pertanyaan yang lebih fundamental. Politik hukum 

perlindungan data pribadi di Indonesia yang dihadapkan pada realitas 

pelanggaran yang terus terjadi perlu dinilai secara mendalam dari perspektif 

hak asasi manusia karena pada hakikatnya adalah bagian tak terpisahkan dari 

hak privasi yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. 

Oleh karena itu, penulis berminat untuk melakukan penelitian yang mendalam 

yang disampaikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “POLITIK HUKUM 

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HAK ASASI 

MANUSIA” 

B.   Rumusan Masalah 

1. Bagaimana politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia? 

2. Bagaimana UU PDP dalam perspektif hak asasi manusia? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia 

2. Mengetahui UU PDP dalam perspektif hak asasi manusia. 

D.  Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini bisa memberikan 

kontribusi secara ilmiah dalam pengembangan pengetahuan dan 
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pemahaman di bidang hukum secara umum dan lebih khususnya dalam 

hukum perlindungan data pribadi. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini bisa menyediakan 

analisis kritis terhadap regulasi yang sudah berlaku (misalnya UU 

Perlindungan Data Pribadi) sehingga dapat diidentifikasi kelemahan, 

kekosongan hukum, atau tumpang tindih aturan. 

E.  Penelitian yang Relevan 

Sejumlah judul penelitian yang telah dibahas sebelumnya menjadi 

acuan dengan topik yang diangkat dalam penulisan penelitian ini, yaitu: 

1. Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia oleh Daniel 

Harianja (2015) 

Dalam studi tersebut, penulisnya bertujuan untuk mengetahui 

apakah di Indonesia, pengaturan perlindungan data pribadi sudah ada dan 

apakah hukum positif di Indonesia sudah memiliki ketentuan untuk 

melindungi data pribadi. Studi ini menunjukkan bahwa eksistensi 

peraturan terkait perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia masih 

tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus 

yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Sementara itu dalam 

hukum positif di Indonesia, meskipun tersebar dalam banyak peraturan 

lain namun perlindungan data pribadi telah mempunyai sistem pengarsipan 

yang terstruktur dan efisien sehingga layanan penyampaian informasi 

sehubungan dengan data pribadi sebagai upaya implementasi kegiatan 

memiliki makna yang signifikan guna merancang rencana program  suatu 

kegiatan. 

Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Daniel Harianja, yang 

berfokus pada kondisi di mana pengaturan perlindungan data pribadi di 



7 

 

7 

 

Indonesia masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan 

lainnya dan belum adanya undang-undang khusus, penelitian terbaru ini 

dilakukan setelah pengesahan undang-undang khusus mengenai 

perlindungan data pribadi, yang memberikan kerangka hukum yang lebih 

jelas dan terintegrasi untuk melindungi data pribadi di Indonesia. Selain 

itu, penelitian terbaru ini tidak hanya menjawab saran yang diajukan oleh 

Daniel Harianja mengenai perlunya pengesahan undang-undang khusus, 

tetapi juga berupaya untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai arah 

kebijakan hukum ke depan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Hal 

ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi tidak 

hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menjadi bagian integral dari 

penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. 

2. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas 

Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan 

Perundang-Undangan di Negara Lain) oleh Hanifan Niffari (2020) 

Dalam studi tersebut, penulisnya bertujuan untuk melihat 

bagaimana pengaturan di Indonesia guna membantu melindungi data 

pribadi dan mendiskusikannya sebagai turunan dari hak asasi manusia 

untuk melindungi diri. Berdasarkan studi ini, Pasal 28G ayat (1) UUD 

1945 menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak pribadi di Indonesia karena 

menyoroti pentingnya melindungi data pribadi dalam upaya menjaga 

integrasi privasi individu. Mengingat maraknya penyalahgunaan data, 

seperti penjualan tanpa izin dan penyalahgunaan informasi membuat 

regulasi yang lebih ketat menjadi sangat diperlukan. Indonesia dapat 

mengadopsi model pengaturan yang serupa dengan Peraturan 

Perlindungan Data Umum di Uni Eropa yaitu EU GDPR yang mencakup 

prinsip pengaturan, klasifikasi data, hak-hak pemilik data, tanggung jawab 

pengontrol dan pengolah data, kode etik dan sertifikasi, transfer data dan 

sebagainya. Dengan menerapkan kerangka ini, Indonesia diharapkan dapat 
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memperkuat perlindungan data pribadi, melindungi hak individu, dan 

menumbuhkan kepercayaan dalam penggunaan data.  

Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Hanifan Niffari, yang 

lebih menekankan pada perbandingan regulasi dalam perlindungan data 

pribadi di beberapa negara, seperti Australia dan Singapura, serta 

memberikan gambaran awal mengenai perlindungan data pribadi sebagai 

bagian dari hak asasi manusia, penelitian terbaru nantinya akan menjawab 

harapan yang diungkapkan oleh Hanifan Niffari mengenai perlunya 

penguatan perlindungan data pribadi, tetapi juga berupaya untuk 

melindungi hak individu dan menumbuhkan kepercayaan dalam 

penggunaan data. Dengan demikian, penelitian ini akan berkontribusi pada 

pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap 

tantangan yang ada, pemahaman yang lebih mendalam mengenai arah 

kebijakan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. 

3. Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi oleh Elfian Fauzi dan Nabila Alif 

Radika Shandy (2022) 

Dalam studi tersebut, penulisnya bertujuan untuk mengidentifikasi 

dan memeriksa hubungan antara hak atas privasi dan politik hukum dalam 

UU PDP. Studi ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah 

secara jelas melindungi hak asasi manusia atas privasi sebagai respons 

terhadap kemajuan teknologi dan informasi. Sifat politik hukum dari UU 

PDP mewakili konfigurasi politik demokratis yang responsif yang dapat 

ditelaah dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis. Melindungi dan 

menjamin hak-hak dasar warga negara atas privasi data adalah tujuan 

utama dari undang-undang ini. Selain itu, substansinya kompatibel atau 

sejalan dengan prinsip-prinsip ideologi nasional Indonesia dan hak atas 

privasi. Implementasi UU ini dirancang untuk memberikan perlindungan 

penuh dan melarang tindakan kriminal terhadap data pribadi warga negara 

Indonesia.  
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Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Elfian Fauzi dan Nabila 

Alif Radika Shandy, yang lebih menekankan pada analisis politik hukum 

dalam UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk 

memahami bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan 

mempertimbangkan struktur kekuasaan di balik pemberlakuan hukum, 

penelitian terbaru akan mengeksplorasi arah kebijakan hukum ke depan 

dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Penelitian ini tidak hanya akan 

menjawab harapan yang diungkapkan oleh penelitian sebelumnya 

mengenai perlunya perlindungan hak atas privasi, tetapi juga berupaya 

untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana 

kebijakan ini dapat melindungi hak individu dan menanggapi tantangan 

yang muncul akibat kemajuan teknologi dan informasi. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan 

kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap isu-isu perlindungan 

data pribadi. 

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Di Era Digital Dalam 

Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila oleh Putri Rashika Falona 

Lubis (2022) 

Dalam studi tersebut, penulisnya bertujuan untuk memahami 

tanggung jawab negara dalam melindungi hak atas data pribadi, serta 

mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran dan perlindungan hukum 

berkenaan dengan hak atas data pribadi dalam konteks negara hukum yang 

berlandaskan Pancasila. Studi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab 

negara dalam melindungi hak atas data pribadi telah tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi dasar negara. 

Bentuk pelanggaran yang terjadi seperti penyalahgunaan data oleh pihak 

ketiga, menunjukkan bahwa tanpa adanya regulasi yang kokoh, individu 

akan semakin rentan. Dengan demikian, perlunya perlindungan hukum 

yang lebih kuat menunjukkan pentingnya negara untuk merumuskan 
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kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi yang bukan hanya 

mengatur perlindungan data saja, melainkan juga memberikan kepastian 

hukum bagi masyarakat. 

Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Putri Rashika Falona 

Lubis, yang lebih menekankan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan menekankan tanggung jawab 

negara, bentuk pelanggaran, dan perlindungan hukum berkenaan dengan 

hak atas data pribadi dalam konteks negara hukum yang berlandaskan 

Pancasila. Sementara itu, penelitian terbaru akan mengeksplorasi arah 

kebijakan hukum ke depan dan kaitannya dengan hak asasi manusia 

melalui UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi., dengan 

tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan data 

pribadi di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dan 

responsif terhadap isu-isu perlindungan data pribadi. 

5. Tinjauan Normatif Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga 

Negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang 

Perlindungan Data Pribadi oleh Satria Cesar Kusuma (2023) 

Dalam studi tersebut, penulis bertujuan untuk memahami konsep 

perlindungan hukum berkenaan dengan hak privat warga negara dan 

bentuk kelembagaannya yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Studi ini 

menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan data pribadi kini telah 

didefinisikan dengan jelas dalam UU PDP mengingat sebelumnya, 

kebijakan yang sehubungan dengan perlindungan data di Indonesia 

terdapat dalam berbagai undang-undang dan tidak dapat memberikan 

perlindungan yang komprehensif. Namun, UU PDP ini tidak hanya 

mengatur hak privat saja, tetapi juga mengamanatkan pembentukan 

lembaga pengatur independen yang bertugas mengawasi penerapan 
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perlindungan data pribadi dan memberikan sanksi administratif atas 

pelanggaran. Dengan demikian, UU ini berkontribusi secara signifikan 

dalam meningkatkan keamanan digital dan memberikan rasa aman bagi 

warga negara, sejalan dengan upaya untuk memenuhi hak-hak privat yang 

melekat bagi setiap individu. 

Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Satria Cesar Kusuma, 

yang berfokus pada konsep perlindungan hukum berkenaan dengan hak 

privat warga negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta menyoroti 

pembentukan lembaga pengatur independen yang bertugas mengawasi 

penerapan perlindungan data pribadi dan memberikan sanksi administratif 

atas pelanggaran, penelitian terbaru akan mengeksplorasi arah kebijakan 

hukum ke depan dan kaitannya dengan hak asasi manusia melalui UU No 

27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam 

meningkatkan keamanan digital dan memberikan rasa aman bagi warga 

negara, sejalan dengan upaya untuk memenuhi hak-hak privat yang 

melekat bagi setiap individu. 

F.   Kerangka Pemikiran 

1. Teori Politik Hukum 

Politik hukum merupakan gabungan dari dua kata, yaitu politik dan 

hukum. Politik diartikan sebagai usaha untuk mencapai kehidupan yang 

lebih baik, serta upaya untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat 

diterima oleh masyarakat demi menciptakan kehidupan bersama yang 

harmonis. Sementara itu, hukum diartikan sebagai aturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan mengandung sanksi bagi 

pelanggar20. Dengan demikian, politik hukum berarti kebijakan negara 

dalam mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan. 

                                                                
20 Priscila Yunita Erwanto, “Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia,” 

COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) 2, no. 06 (2022): 15–19. 
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Status hukum yang merujuk pada undang-undang berfungsi untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara. Oleh karena itu, 

negara berupaya untuk membuat dan menetapkan perundang-undangan 

agar tujuan negara dapat tercapai. Dalam konteks ini, negara merujuk pada 

lembaga legislatif yang berwenang menetapkan perundang-undangan 

setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga eksekutif, yaitu presiden. 

Selain itu, politik hukum juga dapat dipahami sebagai "garis resmi" yang 

ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan negara melalui hukum. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Mahfud MD, yang menyatakan 

bahwa legal policy atau yang lebih dikenal dengan istilah politik hukum, 

adalah kebijakan resmi yang dibuat oleh negara mengenai hukum yang 

telah atau sedang diterapkan secara nasional untuk mencapai tujuan 

negara21. Adapun ruang lingkup politik hukum mencakup tiga hal pokok, 

yaitu kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak 

diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara, latar belakang 

politik, ekonomi, sosial, dan budaya atas lahirnya produk hukum, serta 

penegakan hukum dalam kenyataan lapangan. Definisi ini mencakup 

bagaimana politik memberikan pengaruh terhadap hukum dengan 

menelaah kekuatan konfigurasi yang melatarbelakangi proses 

pembentukan serta penerapan hukum. Hukum tidak semata-mata dipahami 

sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat atau sebagai sesuatu 

yang seharusnya berlaku (das sollen), melainkan juga sebagai suatu 

subsistem yang secara nyata hadir dalam realitas (das sein). Dalam 

kerangka ini, hukum sangat berpotensi dipengaruhi oleh dinamika politik, 

baik dalam perumusan materi dan pasal, maupun dalam implementasi dan 

penegakannya di dalam suatu negara22. 

 

                                                                
21 Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara : Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), 49. 
22 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 9. 



13 

 

13 

 

2. Teori Hak Asasi Manusia 

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa23: 

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, 

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia”.  

HAM meliputi beragam aspek penting untuk perlindungan dan 

penghargaan terhadap hak-hak individu yang bersifat kalami dan mendasar 

sebagai anugerah Tuhan yang harus dihargai dan dilindungi. Inti dari HAM 

terletak pada perlindungan keamanan eksistensi manusia melalui 

keseimbangan kepentingan individu dan publik. Tanggung jawab untuk 

menghargai, menjaga, dan memajukan HAM adalah tugas bersama antara 

individu, pemerintah, dan negara24. HAM mencakup hak-hak sosial, 

budaya dan ekonomi, seperti hak untuk hidup dan kebebasan berekspresi, 

serta hak-hak sipil dan politik, seperti hak hidup, hak memilih, termasuk 

hak atas pendidikan, pekerjaan, dan pangan. Dua nilai sentral dalam 

konsep HAM adalah martabat manusia dan kesetaraan yang mendasari 

prinsip bahwa setiap orang harus diperlakukan sama25. Nilai-nilai ini 

diterima secara luas oleh berbagai budaya dan agama di dunia, dan 

menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak boleh bersifat sewenang-

wenang. Konsep HAM juga merupakan landasan untuk menciptakan 

tatanan dunia yang lebih baik dan tanpa memperhatikan HAM maka 

pencapaian keadilan, kesejahteraan, dan keamanan global menjadi sulit26 

                                                                
 23 Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

24 Dany Try Hutama Hutabarat et al., “Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam 

Bernegara,” Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran 1, no. 2 (2022): 80–91. 
25 Rahmalia Utami et al., “Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia Dan 

Perkembangannya Di Indonesia,” Journal : ADVANCES in Social Humanities Research 1, no. 4 

(2023): 436–47. 
26 Serlika Aprita, M H Yonani Hj, dan S H Hasyim, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edisi 

Pert (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 8. 
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G.   Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, yang mana 

metode ini termasuk dalam penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan 

dengan mempelajari berbagai sumber tertulis, baik berupa undang-undang, 

literatur ilmiah, maupun dokumen-dokumen terkait lainnnya yang 

merupakan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya27. Dengan 

menerapkan metode ini, penelitian akan dilakukan dengan cara 

menganalisis doktrin para ahli, teori-teori, prinsip-prinsip hukum dan 

peraturan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan peneltian28. 

Oleh karena itu, metode yuridis normatif yang diterapkan dalam penelitian 

ini akan mengkaji topik-topik standar hukum dalam  peraturan perundang-

undangan29, khususnya pada penelitian ini akan menganalisis pengaturan 

terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini setidaknya akan 

menggunakan 3 (tiga)  pendekatan, yaitu: 

a. Pendekatan Perundang-undangan 

Pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis seluruh 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. 

b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada pandangan 

atau doktrin dari para ahli yang dapat menjadi dasar bagi peneliti 

untuk menyusun argumentasi hukum yang digunakan guna menjawab 

permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. 

c. Pendekatan Historis 

                                                                
27 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), 20-21. 
28 Endang Purwaningsih, Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Contoh Proposal Hibah 

Dikti), Cet ke-1 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022), 166. 
29 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13-14. 
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Pendekatan yang dilakukan dengan  menganalisis latar 

belakang dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Dalam memahami arah kebijakan 

hukum yang menjadi fokus penelitian ini maka penting untuk 

melakukan pendekatan historis karena memungkinkan pemahaman 

yang mendalam mengenai konteks perkembangan kebijkan tersebut 

dari waktu ke waktu. 

2. Bahan Hukum 

Dalam sebuah penelitian, proses pengumpulan data adalah tahap 

yang sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian. Bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Merujuk pada sumber yang berasal dari semua peraturan 

hukum yang dibuat atau ditetapkan secara resmi oleh lembaga atau 

badan pemerintahan di suatu negara. Bahan ini memiliki sifat 

autoritatif30 dan penegakannya dilakukan dengan upaya paksa secara 

resmi oleh aparatur negara. Aturan hukum yang termasuk dalam bahan 

hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar seperti UUD 1945, 

peraturan dasar, peraturan daerah, hukum adat, yurisprudensi, traktat 

serta KUHP. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang 

dimaksud meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 

3) Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi 

4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

5) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

                                                                
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. 1 Cet. (Jakarta: Prenada Media Group, 

2011), 35. 
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6) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

7) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Merujuk pada sumber yang diperoleh dari semua jenis 

publikasi yang memuat informasi tentang bahan hukum kecuali 

dokumen-dokumen resmi. Selain itu, bahan hukum ini berperan 

penting dalam meningkatkan kualitas hukum positif yang berlaku. 

Bahan hukum sekunder terdiri mencakup buku-buku, laporan 

penelitian hukum, jurnal-jurnal ilmiah, serta literatur lain yang 

membahas mengenai perlindungan atas data pribadi. Berikut adalah 

judul buku-buku yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian: 

1) Politik Hukum di Indonesia, karya Mahfud MD 

2) Dasar-Dasar Politik Hukum, karya Imam Syaukani & A. Ahsin 

Thohari 

3) Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, karya 

Mahfud MD 

4) Hukum Hak Asasi Manusia, karya Rhona K.M. Smith 

5) Hukum dan Hak Asasi Manusia, karya Serlika Aprita, M.H 

Yonani Hj, dan S.H Hasyim 

6) Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia, The Jimly Court 2003-2008, karya Titon 

Slamet Kurnia 

7) Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 

Tahun 2022), karya Sinta Dewi Rosadi 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber pustaka yang 

berkaitan dengan objek penelitian dan berfungsi sebagai pelengkap 
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yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan untuk bahan 

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier mencakup kamus 

hukum, komentar hukum, internet dan sebagainya yang membahas 

mengenai perlindungan atas data pribadi. 

3. Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan bahan hukum 

melibatkan pengumpulan dari berbagai sumber hukum yang relevan untuk 

mendukung analisis dan argumentasi dalam penelitian. Melalui studi 

literatur dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum 

yang relevan, diikuti dengan klasifikasi dan sistematisasi. Inventarisasi 

mencakup pengumpulan semua sumber hukum yang relevan, seperti 

undang-undang, peraturan, doktrin, dan yurisprudensi. Setelah itu, 

dilakukan identifikasi untuk menentukan relevansi bahan-bahan tersebut 

dengan topik penelitian. Klasifikasi membantu mengorganisir bahan 

hukum berdasarkan kategori tertentu, sementara sistematisasi akan 

menyusun bahan secara logis, sehingga memudahkan peneliti dalam 

memperkuat argumen dan kesimpulan. 

4. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka akan dianalisis 

dengan metode deskriptif analitif, dimana sifat analitif bersifat preskriptif. 

Dalam menggunakan metode ini, penulis akan menganalisis secara 

mendalam dan menyeluruh pada data-data yang berkaitan dengan fokus 

penelitian, dimana data yang dimaksud memiliki makna dan dapat 

mempengaruhi substansi penelitian secara signifikan. Dengan demikian, 

penulis nantinya dapat menarik simpulan menggunakan metode deduktif 

yang menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan relevan serta 

memahami konteks yang lebih luas dari data yang ada. 
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H.   Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penelitian ini 

secara komprehensif dan sistematis, penelitian ini dibagi menjadi lima bab 

seperti yang dijelaskan di bawah ini: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan, kerangka 

pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN KONSEPTUAL 

Bab ini menyajikan tinjauan teori terkait penelitian mengenai politik 

hukum, perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia yang bertujuan 

untuk memperjelas konseptualisasi masalah. 

BAB III: POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI 

INDONESIA 

Bab ini mengkaji politik hukum perlindungan data pribadi di 

Indonesia dengan menilai UU PDP berdasarkan tiga aspek ruang lingkup 

politik hukum menurut Mahfud MD, yaitu kebijakan negara mengenai 

hukum yang akan diberlakukan, latar belakang sosial-politik yang 

melahirkan hukum tersebut, dan implementasi atau penegakannya di 

lapangan. Analisis ini bertujuan untuk melihat secara komprehensif apakah 

undang-undang ini telah memiliki arah kebijakan yang jelas, substansi yang 

sesuai kebutuhan masyarakat, serta struktur kelembagaan yang efektif 

dalam menjamin perlindungan data pribadi. 

BAB IV: UU PDP DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 

Bab ini menganalisis UU PDP dalam perspektif HAM dengan 

menggunakan prinsip HAM menurut Rhona K. M. Smith, yaitu keadilan, 

transparansi, dan akuntabilitas, guna menilai sejauh mana UU PDP 
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menjamin hak atas privasi dan memenuhi standar perlindungan hak asasi 

manusia. 

BAB V: PENUTUP 

Bab terakhir ini memuat kesimpulan serta saran dari penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan konsep politik hukum Mahfud MD, penelitian ini menemukan 

bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memenuhi 

aspek kebijakan strategis karena lahir sebagai respons terhadap kebutuhan 

mendesak akan perlindungan data pribadi di tengah pesatnya digitalisasi, 

sekaligus meletakkan fondasi bagi tata kelola data nasional yang berorientasi 

pada perlindungan hak asasi manusia dan daya saing ekonomi. Dinamika politik 

yang ditandai dengan perdebatan panjang mengenai independensi lembaga 

pengawas, tekanan ekonomi akibat lonjakan kebocoran data, desakan sosial 

pasca insiden berskala besar, serta kesenjangan budaya digital secara kolektif 

mendorong percepatan pengesahan UU PDP pada tahun 2022. Namun, terdapat 

titik kelemahan utama politik hukum UU PDP yang terletak pada aspek 

penegakan hukum di lapangan, yang ditandai dengan belum terbentuknya 

lembaga pengawas independen sebagaimana diamanatkan Pasal 58 hingga tiga 

tahun pasca pengesahan dan setahun setelah masa transisi berakhir, sehingga 

fungsi pengawasan justru dijalankan oleh unit di dalam Kementerian 

Komunikasi dan Digital yang menimbulkan konflik kepentingan. Kondisi ini 

diperparah dengan penyusunan aturan turunan yang belum selesai, lemahnya 

inisiatif penegakan hukum yang masih bersifat reaktif dan tidak terkoordinasi, 

serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep 

perlindungan data pribadi yang tercermin dari putusan pengadilan yang masih 

menggunakan dakwaan alternatif dan kesalahan penyebutan undang-undang. 

Dalam perspektif hak asasi manusia, UU PDP merupakan perwujudan dari 

kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak privasi sebagai bagian 

dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, 

sekaligus implementasi dari instrumen internasional seperti GDPR dan ICCPR. 

Undang-undang ini secara komprehensif mengadopsi tiga prinsip HAM yang
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 dikemukakan oleh Rhona K.M. Smith yaitu keadilan, transparansi, dan 

akutabilitas ang diwujudkan melalui pasal-pasal yang terkandung didalamnya. 

Namun analisis kritis menunjukkan bahwa harmonisasi prinsip prinsip hak asasi 

manusia tersebut masih menghadapi ketidakseimbangan terutama karena 

lembaga pengawas independen yang diamanatkan Pasal 58 belum terbentuk 

hingga tahun 2026 sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan oleh 

kementerian menimbulkan konflik kepentingan dan membuat hak hak subjek 

data yang dijamin dalam Pasal 5 hingga Pasal 14 tidak dapat ditegakkan secara 

efektif. Efektivitas penegakan hukum juga terhambat oleh rendahnya kapasitas 

aparat penegak hukum dalam memahami konsep data pribadi, keterbatasan 

kemampuan forensik digital, serta ambiguitas norma pengecualian dalam Pasal 

15 ayat (1) yang memberikan ruang luas bagi negara untuk membatasi hak 

privasi dengan dalih kepentingan pertahanan, keamanan nasional, dan 

kepentingan umum tanpa batasan yang tegas. Mekanisme pemulihan melalui 

jalur perdata pun sulit diakses masyarakat awam karena tingginya biaya litigasi, 

kompleksitas pembuktian kerugian, dan tidak diaturnya mekanisme gugatan 

kelompok. Dengan demikian, meskipun UU PDP telah mengatur secara 

normatif perlindungan hak subjek data yang cukup progresif, ketiadaan 

infrastruktur kelembagaan dan lemahnya komitmen penegakan hukum 

menyebabkan perlindungan hak asasi manusia di era digital tersebut belum 

terwujud secara substantif dalam praktik. 

A. Saran 

1. Bagi Pemerintah 

a. Pemerintah harus segera mempercepat penyelesaian Peraturan 

Presiden (Perpres) yang mengatur teknis pembentukan embaga 

pengawas data pribadi. Perpres ini menjadi ketentuan teknis yang 

sangat mendesak karen tanpa adanya aturan turunan tersebut, 

lembaga pengawas yang diamanantkan oleh UU PDP tidak dapat 

direalisasikan. 
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b. Pemerintah perlu memprioritaskan pembentukan Lembaga 

Pengawas Perlindungan Data Pribadi segera setelah pengesahan 

Perpres dilakukan. Desain kelembagaannya juga harus berupa 

lembaga independent yang menjalankan tugasnya sendiri tanpa 

adanya ikut campur dari luar meskipun lembaga tersebut berada di 

bawah naungan eksekutif. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat perlu memahami hak-haknya sebagai subjek data berdasarkan 

UU PDP seperti hak memperoleh informasi, hak menghapus data, dan 

sebagainya serta mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Di sisi 

lain, masyarakat juga perlu membatasi penyebaran data pribadi miliknya 

melalui media social atau media manapun karena berpotensi menyebabkan 

penyalahgunaan data oleh pihak tidak bertanggungjawab.
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